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Mengingat

TAHUN 2023-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3]
Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2021  tontang
Penvelengearasn Penataan Ruang, perlu menetaplan Peraturan
Bupatd tentang Rencana Detall Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Zenduro Tahun 2023-2043,

1. Pasal 18 ayvat (A) Undang-Undang Dasar Negara Republix
Indomnesia Tabun 1945;

2, Undung-Undang Nemor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Diaerah-Dmerah Kabupaten dalam Linglungan Propinsi Jawa
Timur [Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tahun 1950
MNomor 19, Tambahan Lembaran  Negara Nomor  4)
sebuapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentans Perubahan Batas Wilayah Kolapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat 1T Surabaya dengan Mengubah
Urndang-Undang Nomor 12 Tahun 1250 tcntang Pernbentulan
Daerah-Daersh Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tirmur, Jowa Tengah, Jawa Barat can Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nrmor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27 20);

3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19560 tentang Peraturan
Dasar Fokok-Polok Agraria  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Numor 104, Tambahan Lembaran
MNepara Republilt Indonesia Nomer 2013);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 temtang Penatasn

Ruang (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2007

Morer 68, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ltentang 'embentukan

Peraturan Perundanpg-undangan (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2011 MNomor 82, Tambahan Lemnbaran

MNegara Republik Tndonesia Nomor 3234) scbagaimena telah

diubah beberapa kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang WNomor 12 Tahun 2011 entang Pembentiukan
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Ferataran Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulilik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negatra Hepublik Indoencsia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5397 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang
FPerubahan Kedua Aras Undeng Undang Nomer 23 Tahun
2014 tentang Pemecrintahan Daerah  [Lembaran  Negars
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Pengusatan Scktor Keuangan (Lembaran Negara Repuhlik
Indotesia Tahun 2023 Nomer 4, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6545);

Peraturan Pemerinlah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) scbagaimana telah
dinbah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan DUcmcrintabh Nomor 26
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Neomor
GO42);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tshun 2021 tentang
Penvelenggaraan Penalaan Ruang [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nemor 31, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Thdonesia Nomor 8633);

Peraturan Pemeriniah Pengeanti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tenlang Cipla Kerja (Lembaran Negara REepublik
Indoneszia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 6841);

Pocraturan Menteri Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan
IPertanahan Nasicnal Nomor 11 Tehun 2021 tentang Tata Cars
I'enyusunan, Peninjauvan Kembali, Revisi, dan Penerbilan
IPersetujuan Bubstansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang [Berits
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
Peraturarn Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor [4 Tahun 2021 (entang Pedoman
Penyusunan Basis Dala dan Penyajan Pela Rencana Tala
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupalen, Jdan Kola, serla Pels
Rencana Detail Tata Ruang Kabupalen/Kola [Berita Negers
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 326).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
rentang Fencana Tata Huang Wilayah Provinsi Tahun 201 1-
2031 [Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Momor 3 Scri D);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Momor 2 Tahun 2013
tentang Eencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumsjang
Tahun 2012-2032 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lumsajang
Tahun 2013 DNomor 2, Tambahan Lembaran  TDaerah
Kabupaten Lumajang Nomer 7).
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Daerah adalah Kabupaten Lamajang,

Pemenntah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Bupati adalah Bupati Lumajang.

Fuang adalah wadah vang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan raang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kepiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wnajud struktar raang dan pola riang.
Penataan Ruang adalah swuatu Sistem proses DeErencanasn
Tatan HRHuang, pemanfaalan ruang, dan pengendalian
AT THE AT TUHATIE.

Perenicanasn Tala Ruang adalah  suatu proses  untuk
menentiukan siruktur ruang dan pola rauang yvang meliputi
eIy usunan dan penclapan rencans Tata Ruang,
Pemanfaatan  FHuang adalah upsva untuk  mewujudlcan
struktur ruang dan pola ruang scsual dengan rencana Tata
Fuang melall penyusunan dan  pelaksanaan  program
beserta pembilayasnnya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewtiudkan tertib Tara Ruang.

Straktur Huang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistcm jaringan prasarana dan sarana vang berfungsi
schagal pendulung kegiatan sosial ekonomi masvarakat
vang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat
pelayanan dan sistem jaringan prasarana di Wilayah
Perencanaan vang akan dikembangkon untuk mencapai
tujuan dalam melayan kegiatan skala Wilayah Perencanaan.
FPola uang adaleh distribuisi perintakan miang dalam suam
Wilayah wvang melipuli peruniukan ruang untuk funpgsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan
khusus  vang  ditelapkan pada suatu keawasan,  blok
peruntukan, danfalag persil pada Rencana Detail Tata
Fuang.

Reneana Tata Ruang vang selanjulnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

Fenoana Tata HFusng Wilayvah Kabupaien yang selanjuthya
disingkat RTEW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupalen Lumajang.

Eencana Detall Tala Ruang yang selanjutnya disingkar RDTR
adalah  reneana  sceara lerperinei lentang Tata  Ruang
Wilayah kabupatcn vang dilengkam  dengan peraturan
FOTLASIIVA.
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Wilavah adalah ruang yang merupakan kesaluan geogralis
beserta. scocnap unsur lerkail vang hatas dan sistemnya
ditentulkan berdasarkan aspek admimisiralil danfatau aspek
fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkar WP adalan
bagian dari  kabupaten  dan/atan kawasan  strategls
kabupalen yvang akan atau perlu disusun RDTHnyva, scsual
arahan 4lau yang ditetapkan di dalam RTEW Kabupaten
vang bersanpkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yvang sclanjutnya disingkat SWP
adalah bagian dari WP vang dibatasi dengan batasan [isik
dan terdiri atas beberapa blok.

Dlok  adalah  sebidang lahan yang dibatasi  sekurang-
kurangnya oleh Latasan filsik yang nyata scpertl jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
legangan ekstra tinggl, dan pantal, atan yvang belum nyvala
seperli rencana  jaringan  jalan dan  rencana  jaringan
prasarana lain yang sejenis sesual dengan rencana kola,
Pusal Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat
pelavanan ekonomi, sosial, danfatan administrasi yang
melayani seluruh Wilavah kota dan/atan regional.

Sub Pusat Pelayanan Kola/Kawasan Perkotoan adalah pusat
pelayanan  ekonomi, seosial, danfatau administrasi yang
melayant sub Wilayah kota,

[Pusat Lingkungan Kelurahang Desa adaleh pusat pelayanan
ckonomi, sosial, dan/alau administrasi pada  lingkungan
permulkiman kelurshan fdesa,

Jaringan adalah kecterkaitan antara unsur vang satu don
unsur yang lain.

Jalan acdalah prasarana transportasi daral yang melipud
segala bagian Jalan, tormasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya vang diperuntukkan bagl lalu linlas, vang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, 4l
bawah permukasn tanah dan/atau  air, seria di atas
permulkaan air, kecuali Jalan kereta am, Jalan lord, dan
Jalan kabel

Sislem Jaringan Jalan terdiri atas sistem Jarngan Jalan
primer dan sistem Jaringan Jalan sckunder,

Sistermn Jaringan Jalan Primer adalab sistem Jaringan Jalan
dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa uniuk
pengembangan semua Wilavah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul  jasa distnibusi yang
berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sizlemn Jaringan JJalan Sekunder adalsh sislem Jaringan
Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa
untuk masyvarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antara pusal kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusa. kegiatan Wilayah, atau
antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
Jalan Lokal Primer adalah jalan wvang menghubunpgkan
secdard berdave guns pusal Kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat
l{cgiﬁ_tan lingkungsn, antar pusat keglatan lokal, atau pusat
kegiatan lokal dengan pusal kegiatan lingkungan, serla antar
pusat kegiatan Iingkungan.
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Jalan Lokal Sckunder adalah jalan yang menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengon perumahan, kawasan  selkunder
ketga dan scterusnya sampai ke perumahan.

Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubunglean
antar pusal kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan
di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Jalan Lingkungan Selunder adalah  jalan vang
menghubungkan antar persi! dalam kawasan perkotaan,
Halle adalah tempat pemberhentian kendaraan bermolor
urmirn Untiak menaikkan dan menurunkan penumpsang.
Jembatan adalah jalan vang terletak di atas permubkasn ar
dan/atau di atas permukaan tanah.,

Saluran  Udara Tegangan Menengah wang sclanjutnya
disingkat SUTM adalabh Saluran  tenaga  lisirk yang
menggunakan  kawat telanjang  (penghantar} di udara
bertegangan di bewah 35 KV sesual standar di bidang
ketenagalistrilan.

Zaluran Udara Tegangan Rendah vang sclanjuinya disimgkat
SUTR adalah SBaluran tenaga listrik yang menggunakan
kawat (penghantar) di ndara bertegangan di 220 voll sampeai
dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi
arus listrk, terdiri atas Gardu Induk, Gardu Hubung, Gardu
Distribuasi,

Gardu Dislribusi adalah gardu distribusi vang berfungsi
untuk menurunkan legangan  primer menjadi tegangan
sckunder,

Telckomunikasi  adalah  seliap  pemancaran,  pengiriman
dan/atau penerimaan dar setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gembar, svara, dan bunyi
melalul sistem kawsl,  oplik,  radio atau sistem
clektromagnetik nnya.

Jaringan Tetap adalah salu  kesatuan  penvelenggaraan
Jaringsn  Telckomunikasi untuk layanan Telekomunikasi
tetap, termasul pipa/kabel hawah lant untuk
Telaskomunikasi dan mitigasi bencana.

Jaringan Serat Optik adalah jaringan Telekomunikasi utama
yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota
provinsi  danjatau  antar  Jaringan  leinnya  yang
menghubungkan  kota/kabupalen  schingea  terbentule
konfigurasi  ring, termasuk  mpa/kabel  bawah  lant
Telekomunikasi.

Telepnn Fixed Line adalah wlepon yang mengacu pada link
lransmisi nirkabel menggunalan seluler untuk
menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran
lokal, termasuk pipa/kabel bawah laur Telekomunikas.
Jaringan Bergerak Sehaler adalah jarnnean untuk layanan
Telekomunikasi bergeralk.

Menara PBose Transceiver Station adalah bangunan sebagal
lempat yang merapakan  pusat olomatisasi  sambungan
lelepon. .

Jaringan Trigasi Primer adalah bagian dari Jaringan irigasi
vang lerditi atas bangunan utama, saluran indulk/primer,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
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Jaringan lrigasi Selunder adalah bagian darl Jaringen irigasi
vang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bag-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelenglkapnya.

Jaringan lrigas] Tersicr adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebapal prasarana polayanan adr irigasi dalam petalk tersier
yung lerdin atas saluran tersier, saluran laarter dan saluran
pembuang, bnoks iersier, boks  kuarter, scrta bangunan
pelengkapnya.

Prasarana lIrigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi
untuk mengambil air dari sumber air,

Jaringan Distribusi Pembegi adalah pipa yvang dipunakan
untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan
sampal unit pelayanan.

Bangpunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi
vang dibangun  dengan  segala  perlengkapannya  dan
dipergunakan sebagal tempat untuk menampang air minur.
Bangunan Penangleap Mata Air adalah sarana vang dibangun
untuk mengumpulkan air pada sumber mala air dan
melindungi sumber mata aic lerhadap pencemaran.

Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana aic minuam
perpipaan vang digunakan untuk mengambil sar minum
langsung oleh masyvarakal,

slatem Penpelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
adalah safu kesatuan sarana dan prasarana pengelolasn
limbah Baban Berbahaya dan Beracun.

siglem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangleaian
kepalan  pengelolsan air hmbah domestik dalam  satu
kesaluan dengan prasaranga dan ssarana pengelolasn air
limbah  domestlk, termasalk pipafkabel  bawah laat  oair
limbeh,

Inslalasi Pengolahsan  Air Limbah  Skala  Kawasan
Tertentu/Permukiman yvang sclanjutnya discbut [PAL adalah
cakupan pelaranan skala pocrmukiman atau skala kawasan
tertentu.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat scbhelum sampal diangkut ke tcmpat
pendauran wlang, pongolahan, dan/atan tcmpat pengolahan
sampah terpadu.

Tempat Pongelolaan Sampah Reuse, Keduce, dan Recycle
vang  sclanjutnya disingkat TPS3R  adalah  tempat
dilaksanakannyva  kegiatan  penpampulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendavran ulang skala kawasan.
Sistem Drainase adalah sistem buanpgan air hujan dalam
suatu Wilayah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
genangan yang dapat menyebabkan banjir.

Jaringan  Drainase  Primer  adalah  jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran dramase
sekunder dan menyalurkan ke badan alr penerima,

Jaringan  Drainase  Sekunder adalah  jaringan  untuk
menampung air dar! saluran drainase tersier dan membusang
air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menenma
air dari saluran penangkap dan menyalorkannys ke Janngzn
Diraimase Sekunder,
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Jalar Ewalkuasi Bencana adalab jalan vang dikhususkan
untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Tempat Evalkuasi Bencana adalah tempat vang digunakan
untuk kegiatan mcomindahkan korban bencana dari Iokasi
bencana ke tempat vang aman atau ponampungan pertama
untuk mendapatlzan tindakan penanganan lebih lanjuat.
Tempat Evakuasi Sementara adalah tcmpat  berlooumpul
sermentara bagi penpungst vang dapal berfungsi schagai
termpat hunian sementara saal leradi bencana alam geolog
vang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana,

Tempat Evakuasi Akhir adalab tempat herlumpul akhir bagi
pengungsl vang dapat berfungsi sebagai tempatr hunian
scmcntara saat terjadi bencana alam geologl vang juga
berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Jalur Sepeda adslah bagian jalur yvang memanjang, dengan
atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar culup untuk
dilewari satu sepeda, selain sepeda motor.

Jaringan Pejalan Kalki adalah ruas pejalan kald, baik vang
terintegrasi  moupun  terpisah dengan  Jalan, vang
dipcruntuklkan untuk prasarana dan sarana pejalan kald
gerta menghubungkan  pusat-pusat  kegintan  danfatau
fasilitas pergantian reoda.

fona adalah kawasan atau arca vang mcmiliki funpsi dan
karakteristik spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dar zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan lkarakteristik pada zona yvang bersanglutan.

Zona Lindung adalah Wilayah vang ditetapkan dengan fungsi
Warma  melindung kelestaran  lingkungan  hidup  yang
mencakup sumber daye alam dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air yang selanjutnya disebut BA adalah air
permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung,
waduk, dan sebagainya.

Zona llutan Lindung yvang selanjutnya discbut HL adalah
hutan vang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungsn
sistermn  penvangga  kehidupan untuk mengatur tata  air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Zona Perlindungan Setempat yvang selanjutnya dischub PS
adalalh daerah  vang diperuntukkan bagi  keglatan
pemanfaalan lahan vang menjunjung tingsi nilai-nilai habr
dalam lata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan  hidup secara lestari, serta dapat
mernjaza keleslarian jumlah, kualitas penyediaan tata air,
kelancaran, kelerliban pengamiran, dan pemanfaatan air dan
aumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan
lukal dan sempadan vang berfungsi sebagai kawasan lindung
anlara lain sempadan pantai, sungal, mata air, situ, danau,
ernbung, dan weduk, serta kawosan lainnya yang memiliki
[ungs perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau yang sclanjutnyz dizingkat RTII
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
pengpuinaannya  lebih  bersifat terbuka, tempal lurmbuh
lanaman, baik wvang tumbuh tanaman secara alamiah
malpun yang sengaja ditanam.
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Sub-zona Taman Kota vang selanjutnya disebul RTH-2
adalah shan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik
schagni sarana keglatan rekreatif, edukasi atan kegiatan lain
vang ditjukan untuk melavani pendudulk satu kota atan
ragian Wilayah kora.

Sub-zona Taman  Kelurahan  vang  sclangjutnya discbut
RTH-4 adalah lahan lerbuka yang mermilikl fungs: sosial dan
eatetil sehagai sarana kegiatan rekrealil, edukasi alag
kegiatan lain pada tingkat kelurahan.

Sub-zona Demakaman yvang  selanjutnya disebut RTIH-7
adalah ruang terbuka hijau pada areal pemakaman vang
memilila fungsl utama sebagai tempat penguburan jenazab
serta memilika fungsi ckelogis yaitu scbagal dacrah resapan
air, tempat pertumbuban berbagal jenis vegetasi, pencipta
iklim mikre, tcmpat hidup burng serta fungsi sosial
masyarakat.

Sub-zona Jalur Hijau yang sclanjutnya disebut RTH-8 adalah

jalur penempatan tanaman scrta elemen lansekap lainnya

vang terdapat di dalam ruang milik Jalan meaupun di dalam
ruang pengawasan Jalan, scring discbut jalur hijau karcna
dominasi elemen lansckapnyva adalabh tanaman yang pads
umumnys berearmna hijau,

Zona Konscrvasi yang sclanjutnya  discbut KS  adalah
peruntukan ruang yang merupskan bagian dari kawasan
lindung yong memiliki cirt khas tertentu baik di darat
maupul ci perairan yvang mempunyai fungsi pokol: scbagal
kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan
cl—:.n::-slstcmn}'a beserta nilal budaya dan sejarah bangsa,
Sub-zona Taman Nasional yvang sclanjutnya discbut TN
adalah dacrah pclestarian alam yane mompunyai ckosistem
asli, dileelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk
tujuan ponclitisn,  ilmu pcngetahuan,  pendidikan,
menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Zona Cagar Budaya wvang sclanjutnya discbut CB adalah
peruntuzan tanah vang merupakan bagian dari kawasan
lindung wang memiliki ciri khas tertentu bk di darat
maupun di perairan vang mempunyval fungsi pokok schagad
kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan
ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.,

Zona Budi Dava adalah mlwah vang ditctapkan dcngan
fungsi vtama untuk dll'.uudjdaj.ral{an atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.

Zona Badan Jalan vang sclanjumya disebut BJ adalah
bagian Jalan wang berada di antara kisi-kasi Jalan dan
merapalkan lajur vtama yang meliputl jalur lalu hintas dan
bahu Jalan.

Zona Hutan Produlisi vang sclanjutnya disebhul KHP adalah
kawasan huton yang mempunyal lungs pokok memproduksi
hasil hutan.

Sub-zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP
adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah,
dan intensitas hujan sctelah  masing-mesing  dikalikan
dengan anglea penimbang mempunysi jumlah nilai di bawsah
125 (zeratus dua puluh hma) di luar kawasan hutan lindung,
hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman burna.
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Zona  lertanian  vang  selanjulnya disebul P adalah
peruntulkan ruang yang dikembangksan untuk mensmpung
kegiatan vang berhubungan  dengan  pengusshaan
mengusehakan  tanaman tertentua, peomberian  mekanan,
perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi ataw
tujuan komersial.

Sub-zona Tanaman Pangan vang selanjutnya discbut -1
adalah peruntukan  rmang yang dikembangkan untuk
menampung  kegiatan  yang  berhubungan  dengan
pengusahaan mengusahakan tanaman pangan.

Sub-zona Hortikultora yang selanjurnya disehur P-2 adalahb
peruntukan ruang  lahan  kering petensial | unluk
pemanfaatan dan  pengembangan  tanaman  hortikuliura
secara monckultur maupun tumpang sari.

Sub-zond Perkebunan yvang selanjutnya disebur P-3 adalah
peruntukan ruang vang memiliki | potenst unluk
dimanfaatlkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan
alau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Sub-zona Peternakan yvang selanjutnva disebut P-4 adalah
peruntukan ruang vang secara khusus diperuntukkan unluk
kegialan peternakan atau terpadu dengan kemponen usaha
tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura
arau perilkkanan) berorientasi elconomi dan berakses dan hulu
sampai hilir.

Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjulnya disebul
KPl adalah peruntukan ruang yvang merupakan bagian dar
kawasan budi daya difungsikan unmak mengolah bahan
mentah, bahan baku, borang setengah jadi, danfatau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebib linggi untuk
ponggunsannya, termasuk lkegiatan rancang bangun dan
perekavasaan industri

Zona Pariwisata  yvang  selanjutnya  disebul W adalah
peruntukan ruang vang memiliki fungsi utama pariwisata
atan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisala baik
alam, buatan, maupun budaya.

Lona  Perumahan yang selanjuthyas  disebut B adalah
peruntukan ruang vang terdirl atas kelompok rumah Gngeal
vang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat
vang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi vang selanjutnya
disebut R-2 adalah  peruntukan ruang yvang merupakan
kagian dari kawasan budi dava difungsikan uniuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rmamah dengan luas lahan,

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedeang yang selanjutnya
digebut R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan badi daya difungsikan untuk tempat
tinggal £rau hunian dengan perbandingan yang  hampir
seimbang anlars jumlah bangunan romeh dengan luas
lahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Eendah yang selanjutnya
disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat
tinggal atan hunian dengan perbandingan yang kecil aniara
jumlah bangunan mumah dengan luas lahan.



8,

94.

100,

101

102.

104,

LO3,

106.

10°7.

Zona Barana Pelayanan Unam yvang selanjuinys discbut SPU
adalah  penmtukan  ruang yvang  dikembangkan untuk
menampung  fungsi kegiatan  vang  berupa pendidikan,
kesehatan, peoribadatan,  sosial  budaya, olshraga  dan
rekreasi, dengan  fasilitasnya vang dikembangkan dalam
bentuk tungpeal/ renggsng, deretfrapat dengan  skals
pelayanan yvang ditetapkan dalam RTRW.

Sub-zona Barana  Pelayanan Umum  skala Kota yang
selanjutnya disebur 8PU-1 adalah peruntukan ruang vang
mcrupakan  bagian  dari  kawasan  budi dava  vyang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota,
sub-zona Sarano Pelamanan Umum skala kecamatan yang
selanjutnya dischuat SPU-2 adalah peruntukan ruang yang
merupakan  baglan  dari  kawasan  budi o daya yang
dikembangkan untuk melayvani penduduk skala kecamatan.

-Sub-sona Sarana Pelayanan Umum skala kelureahen yang

selanjulnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yaog
merupakan bapgian dard kawasan  budi daya  vang
dikembangkan untul melayvani penduduk skala kelurahan.
Sub-zoma Sarana  Pelayanen  Umum skala EW vang
selanjuinga disebut SPU-4 adalah peruntukan ruang yvang
merupakan  bapglan  dari kawasan  budi dave  vang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

JZona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K

adalah peruntukan raang vang merupakan bagian dari
kawasan budi dayva difungsikan untuk pengembangan
kegiatan usaha yang bersifar komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fosilitas
urmuni/sosial pendukungnya.

Sub-zona  Perdagsngan  dan Jasa Skala  Kota  wvang
sclanjutnya discbut K-1 adalah peruntukan ruang vang
merupakan bagian darl kawasan budi daya difungsikan
untuk  pengembangan kelompok  kepiatan  perdagangan
dan/atau jasa, tcmpat bckerja, tempat beorusaha, tempat
hiburan dan rckreasi dengan skala pelavanan Kota.
Sub-zona Perdaganegan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya
dischbut k-2 adalah poruntukan ruane vang merupakan
bapian darn  kawasan budi daya  difungsikan  wuntuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan danfatau

jasa, tcmpat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan

rekreasi dengan skala pelavanan WP.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala 3WP  vang
selanjutnya disebut K-3 adalabh peruntukan ruang yvang
meripakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan
untuk penpgembangan  kelompolr kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat
hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

Zona Perkantoran vang selanjutnya disebut KT adalah
peruntulkan riang yang merupakan bagian dari kawasan
budi daya difungsikan unmuk pengembangan  kogiatan
pelayanan  pemerintahan dan  tempat  bekerja/ berusaha,
tempat berasaha, dilengkapl denpgan fasilitas umum /fsosial
pendukungnya.
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Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disehut PP
adalah peruntukan ruang di daratan dengan balas-batas
tertentu wang  digunakan  sebagai lempat  untuk
mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Zona Pertahanan dan Keamansan yang selanjutnya disebaat
HE adalsh peruntuken ruang yang dikcmbangkan untuk
menjamin keglatan dan pengembangsan bidang pertahanan
dan keamanan seperti instalasi perlghanan dan keamanan,
lermasuk  tempat latihan, kodam, korem, keramil, dan
sebagainya.,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuian vang sclanjutnya
disingkal LP2B adalah bidong lahan  pertanian vang
ditetapkan wuntuk dilndungi dan dikembangkan secara
konsislen  guna  menghasilkan  pangan  pokok  bag
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional,
terdiri dari Lehan utama dan lahan cadangan  yang
ditetapkan sesuui peraluran perundangan vang berlaku.
Perataran Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaralan Pemanfaatan Fuang dan keten luan
pengendaliannya dan  disusun untulk  setiap  blok/zona
peruntukan vang penetapan zonanya dalam rencana rine
Tala Rusng.

Koelisien Dasar Banpunan yang selanjutnya disingkar KD
adalah anpks persentase perbandingan antara luas  seluruh
lantal dasar banpunan gedung den luas  lghan/tsnah
perpelsksn/dacrah perencanaan  vang  dikuasai sesuad
Rencana Tata Fuang dan rencana tata bangunan dan
hngkungen,

Kuoehizien Lantal Bangunan vang selanjurnya disingkal KLHE
adalah anpka persentase perbandingan antara luas  seluruh
lantal banpunan godung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yvang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan,

Kocfisicn Tapak Basement vang selanjuinya disingkal KTB
adalah sngka persentase perbandingan antara luas lapak
bascment dan luas tanah perpetakan (deerah perencanaan
vang dikuasal sesual Rencana Tata Ruang dan rencana lala
bangunan dan lingkungan.

Koefisienn Daerah Hijau yang selanjutnya  disingkal KDH
adalah angka perseniase perbandingan anlara luas  seluruh
ruang terbuka di luar hangunan gedung vang diperuntukkasn
bagi  pertamanan/penghijavan dan luas tanah
perpetakan /daerah  perencansan  yvang  dikuasal  sesuai
Rencana Tata Tuang dan rencana (ala bangunsn dan
lingloangan.

Garis SBempadan Bangunan yang selanjulnya disingkat G50
adalah jarak bebas minirmam dari hidang-bidang terluar
suattl massa bhanpunan lerhadap balas tepi Ruang Milik
Jalan  |[Rumija), batas lahan yang dikuasal, batas tep
sungal/ pantal, antar massa bangunaAn dan rencana saluran
Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa pas dan
schagainya, dan memiliki pengertian sama dengan Ruang
Pengawasan Jalan [Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomaor 34 Tahun 2006 tentang .Jalan,
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Tinggi  Bangunan  adalah  jarak  antara  garis  potong
mendatar/horizontal  permukaan  stap  dengan muke
bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
Jarak Antar Bungunan adalah jarak antara satu bidang
bangunan dengan bangunsan lain di sebelahnya,

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan
pada sctiap zona yang memuat kclengkapan dasar sik
lingkunpgan dalam rangka menciptakan lingkungan vang
nyaman melalul penyediaan prasarana dan sarana vang
sesuai agar zona berfungsi secara oplimal,

cketenfuan Tambahan adalah ketentusan lain vang dapat
ditambahkan padsa suatu zona untuk melengkapi aturan
dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi
memberikan aluran pada kondisi yang spesifik pada zona
tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.

ketentuan  Khusus  adalah  ketentuan  vang mengatur
pemanfastan zona  yang memiliki  fungsi khusus  dan
diberlalnakan ketentusan khusus sesuai denpan karakteristil
zona dan kegialannva.,

Kesesuaian Kegidlan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kescsuaian antara rencana kepiatan
Pemanfastan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Konfirmasi Kesesusian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
dolumen yang menyvatakan kesesuaian anlara recncana
kegiatan Pemanlaatan Ruang dengan RDTR.

Perizinan  Berusaha Terintcgrasi Secara Elekironik  alau

Online Single Submission vang selanjutnya disingkat 0S3
adalah perizinan berusaha vang diterbitkan oleh Lembapa
053 untuk dan 4tz nama menteri, pimpinan lembaga,
gubertivr,  alaw  bupab/walikota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem clektronik vang terintegrasi,

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi,
Masyarakal adalah orang persecrangan, kelompek orang
termasuk masvarakat huloom adal, korporasi, dan/atau
pemangkil - kepentingan  non pemerintah lain dalam
penvelengparan Penataan Buang,

Forum Penataan Ruang adalah wadah di Uingkal pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Permenntah Dacrah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Paszal 2

Peraturan Bupati ini mengalur tentang:

= (R RN el ¥

[IEPIE

ruang linglkup WP;

tujuan penalaan W,

Rencana Sirukiur Buang;
rencana Pola Ruang;
ketentuan Pemanfaatan Ruang,
Peraturan Zonasi;
kclembagzaan;

ktetentuan lain-lain:

ketentuan peralinan; dan
ketentuan penutup.
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Pasal 3

Ruang linglkup WP sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2
huruf a, meliputi;

A, delineast WP Scnduro;

b, batas Wilayah administrasi; doan

. pembagian SWP dan Blok.

Delineasi WP Benduro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a morapakan WP denpan luas 3.305,38 (tiga nbu liga

ratus lima koma tiga delapan) hekrar, melipuri sebagian

Wilayah Keecamatan SBenduro, sebagai berilont:

a, scluruh Desa "andansari dengan luas 644,02 [enam
ratus cmpat puluh empat koma nol dua) hektarg

. scluruh Desa Senduro dengan luas 39263 (tipa ratus
scmbilan puluh dua koma enam tiga) hektar,

c. scbagian Decsa Kandang Tepus dengan luas  1307,21
[seribu tiga ratus tujuh koma dua satu) hektar; dan

d. scbapgian Desa Kandangan dengan luas 961,52 (sembilan
ratus cnam puluh satu koma lima dua) heltar.

Batas Wilayoh administrasi sebagaimana dimalisud pada

avat (1) huraf b, melipuati:

a  Sebelah Utara berbatasan dengan Desza Wonokerto
Kecamatan Gucialit;

b, Scbelah Timar berbatasan dengan Desa Sentul;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Deza Karanganom
Kecamatan Pasrujambe; dan

d. Sebelabh Baral berbalasan dengan Desa Burmo,

Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimelsud pada ayat

(1) huruf ¢, berada di:

a. SWP A dengan luas 130721 (seribu tiga ratus tujuh
koma dua satu) hcktar terbagi menjadi Blok A1, Blok
A2, dan Blok A3, meliputi Desa Kandangtepus;

b. SWP B dengan luas 961,52 [sembilan ratus enam puluh
satu koma lima dua) hektar terbagi menjadi Blok B.1,
dan Blok B.2, meliputi Desa Kandangan,

c. BWP C dengan luas 392,63 |tiga ratus sembilan puluh
dua koma enam tigal hektar terbagi menjadi Blok C.1,
Blok €2, dan Bluk C.3, melipnat Desa Sendura; dan

d. 8WP D dengan luas 644,02 [enam ratus empat pulub
empat koma nol dua) hekar terbagl menjadi Blok D.1,
dan Blok D.2, meliputi Desa Pandansari.

Lingkup WP dan pembagian Blok WP sebagaimana dimalksud
pada aval (3] dan ayval [4) tercantuam dalam Lampiran | yang
merupakan bagian ldak lerpisehkan dari Peraturan Bupati
i,
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BAEB III
TULIUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tuwjuan penataan WP Sendurn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan Perkolasn Senduro schagai
perkotaan dengan pengembangan sekior parwisata, perumahan,
serla perdapangan dan jasa seiring dengan pengembangan Taman
Naswenal Bromo - Tengger — Semeru dan Agropulilan Seroja vang
herwawasan lingkungan.

BAE IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Baplan Kcsatu
Umum

Pasal o

(1] Eencana Struktur Ruang scbhapaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hural ¢, meliputi
A, rencand pengembangan pusat pelayanan,

rencana Janngan transportasi;

renoana Jarnnean cncrel

rencand Jarngan Telekomunilkasi,

rencana Jaringan sumber dava airg

rencana Jarinean air minmm:

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limhah

bahan berbahava dan beracun;

renoana Jarnnean persampahan;

rencdand Jarngan drainase; dan

TCncana Janngan prasarana lainnya,

E R (R L SR L

(2} Henecana Strukour Ruang sebagaimana dimaksud pada avat
(1) digambarkan dalam peta sebaganimene tercantum dalam
Lampiran Il yang merapakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kenecana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal /&

(1] Rencana pengembangan  pusat pelayanan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hueal a, meliputi:
a. Pusat Pelavanan Ko /Kawasan Perloraan;
. Bub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan,; dan
e pusal lingkungan.

(2] Pusat Pelayanan Kota/Kawesan Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf a berada di 3WP C Blok C.2,

14



(3]

(4]

(3]

(1]

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) hurul b, berada di

a. SWP A Blok A3

L. SWPT Blok B.1; dan

c. 8WP D Blok 1.1,

Pusat lclayanan Lingkungan berupa Pusal Lingkungan
Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf
2, berada di:

a, SWIA Blok AZ dan ALZ,

b, SWIP*B BlokcB.1;

2. BSWPC Blok C.3; dan

d. EWP D Blok D.2.

Rencana pengembangan  pusat  pelayanan sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) digambarkan dalam peta
sebagaimana  tercantum dalam Lampiran LA yang

meripakan bagian tidalk terpisahkan dar Peraturan Bupati
irui.

Bagian Ketiga
Eencana Jaringan Transportasi

Pagal 7

Rencana Jaringan  transporiesi  scbagaimana  dimaloesud
dalam Pasal 5 ayat (1) hural b, meliputi:

Jalan Keolektor Primer;

Jalan Lokal Primer:

Jalan Lokal Beloanders;

Jalan Lingkungan Prirmer;

Jalan Lingkungan Sckunder;

Jembatan: dan

Halte.

meoas g

Kencana Jaringan (rangportasi scbagaimana dimaksud pada
avat (1] digambarkan dalam peta sebagaimana tercanium
dalam Lampiran TR  wvang merupakan bagian tidak
terpisahloan dari Peratiran Bupati inid.

Passl 8

Jalan Kolektor Primer schagaimana dimaksud dalam Pasal 7

avat (1) hurul &, meliputi:

a. Ruas Kendangan - Kenongoe melalai SWP B Blok B.2;

b, Fuas Kandangtepus - Kandangan melalui BWP A Blok
A3, dan SWFP B Blok B.1, Blok B.2:

. Fuas Kandangtecpus - Kaya Enak melalui 8WP A Blok
AL3;

. Ruas Kayvu Enak - Argosari melalui 3WP A Blok A1, Blok
A2, dar Blok A3

€. Ruas Sankemunng - Senduro melalui SWFP C Blok C.2
dan T3lok 23

f. Ruas Senduro — Jemplangan melalui SWC Blok C.1 dan
Blok €.2;

15



[2]

(3]

{71

(LY

g, Ruas Scndure - Kandanglepus melalui SWP A Blok A3
dan SWP C Blolk C.1, Blok C.2; dan

h. Ruas Senduro - Pasrujarmbe melalul SWE C Blok C.2 dan
Blok C.3.

Jalan Lokal Primer schagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayval (1) hurul b, meliputi:

a. Ruas Bedayl — Pandansari melalui SWP B Blok B.2, dan
SWP D Blok T1.2;

b. Ruas Kandangan - Bedavu Talang melalui SWF B Blok
B.1, dan Blok B.2:

c. Fuas Kandangtepus — Dukuh Derunpan melalul SWEF A
Blck A3, BWP B Blok B.1 dan Blok B.2;

d. Ruas Kandangtepus - Glagaharum melalui SWEP A Blok
A3 dan SWF B Blok B.1: dan

¢, PFuas Kandangrepus  Sarikemuning melalui SWP A Blok
A3 dan SWP D Blok 0.1 dan Blok 1,2,

Jalan Lolkal Selunder sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huaf ¢ melalui 8WP D Blok 1.1 dan Bluk D2,

Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (1) huraf d, melaai:

a. SWP A Blok A L Blok A.2: dan Blok A.3:

b. 8WP B Blok B.1 dan Blok B.2;

c. SWP{C Blok C.1; Blok C.2; dan Blok C.3; dan

d. SWP D Blok D.I dan Blok T2,

Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam
Pasal T avat (1) huruafl e, melalui:

a. BWP A Blok A1, Blok A2, dan Blok A.3;

L. SWP B Blok B. 1 dan BElok B.2;

¢. BWP C Bluk C, |, Blok C.2, dan Blok C.3; dan

d. 5WP D Dok 01,1 dan Blok .2,

Jembatan sebagairmana dimaksud dalam Pasal 7 oavat (1)
hiarul [ berada di:

A, WP A Blak ALG:

b, 5WP B Blok B.1 dan Blok B.2;

o, SWP C Blok C.2, dan Blok C.3; dan

d. SWF D Elok D.1 dan Blok D.2.

Haltc schagammeana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huraf =
berada di SWEP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Bagian Keempat
Frenoana Jaringan Encrgl

Pasal 9

Fencana  Jarngan Enerpl sebagaimana dirmaksud  dalam
Puasal o aval (1) hurul ¢, mehpuls:

A, SUTM;

b. SUTR; dan

o, Gardu hstnk.
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SLTM sebagaimana dimaksud pada aval (1) hurul a, melalui:
Aa. SWPABRBlok A L, Blok A.3;

h. SWPEB Blok B.1, Blok B.2:

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3,

BUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui;
a, SWIA Blok A1, Blok A2, Blok A.3;

b, SWI*B Blok B.1, Blok R.2;

i, SWPC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan

d. SWP D Blok D.1, Blok D.2.

trardu Listrik sebagammana dimaksud pada avat {1] huraf o
berupa Gardu Distribusi berada di

a, SWP A Blok A1, Blok A.3;

bh. SWP T Rlok RB.1, Blek B.2;

. SWPC Blok C.2, Blok C.3, dan

d. 5WP D Blok D.1, Blok D.2,

Rencana Janngan enecrgl sebagaimona dimeksud pada ayel
(1) digambarkan dalam pcta scbagaimana tercantum dalamn
Lampiran I1.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraluran Bupat ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pa=zal 10

Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 3 avat (1) huruf d, meliputi:

4, Jarmgan Tetapg,;

b. Jaringan Bergerak Seluler;

Jaringan Tetap scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) huaeraf a,
mmeliputis
4, Jarinpan Scrat Optik melabai:
1. 2WI'A Blok A1, Blok A3, dan
2. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blak C.3.
b. ‘lelepon Fixed Line melalui:
1. 5WF A Blok A2, Blok A3,
Z. SWP B Blok BE.1, Blok B.2,
3. 8WP C Blok C. 1, Blok C.2, Blok C.3, dan
4. BWPD Blok 2.1, Blak T3.2.

Jaringan Bergeralt Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b meliputi Menara DBase Transeeiver Station berada
di:

a. BWF A Blok A1, Blok A_3: dan

b. SWP C Blok C.2, Blok C.3,

Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) digambarkan dalam  peta  sebagaimana
rercantum dalam Lampiran 11D yang merupalkan bagian
tidak terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagidan Kecnam
Rencana Janngan Sumber Daya Air

Pasal 11

Rencana Jaringan Bumber Daya Alr schagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 pada ayat (1) hurul ¢ berupa sistem Jaringan
irigasi, meliput:

a. Jaringan Irigasi Primer;

b. Jaringan Irigasi Sekunder;

c. Jaringan Irigasi Tersicr; dan

d. bangunan sumber dava air.

Jaringan Trigasi Pritner sechagaimana dimaksud pada ayvatl (1)
huruf a, melalui:

0. SWP A Blok AL, Blok A.2, Blok A3,

b. SWP B Blok 3,1, Bluk B.2;

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blolk C.3; dan

d. SWP D Blok .1, Blok D.2.

Jaringan Irigasi Sekunder sebapaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf b, melahay;

a. SWPR Blok 13.2;

b. SWP C Blok C, 1, Blok €2, Blok C.3; dan

c. SWP D Blox D1, Blok D.2,

Jaringan Ingast Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ melalul SWI? C Blok C.3.

Bangunan sumbcr daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berupa Prasarana Irigasi herada di;

&, awP B Blok B.2, dan

b EWP C Blok C.2;

Rencana Jaringan sumber daya air sebagaimana dimalksurd
pada ayat (1] digambarkan dalam peta  sebageimana
tercantun dalam Lampiran ILE yaog merupakan bagian
Lidak terpisahkan darl Peraturan Bupari ind.

Bagian Ketujuh
Eencana .Jaringan Air Mimam

Pa=zal 12

Feneana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avat (1) huruf £, melipati:

a. unit produksi;

b, unit distribusi;

. unit pelayanan; dan

d. Bangunan Penangkap Mata Alr.

Unit proculesi schagaimana dimalksud pada ayat (1) huruaf a
berupa Bangunan Penampung Air berada di

a. SWIP B Blek B.1, Blok B.2; dan

0. SWIPC Blek C.2, Blok C.3.

15
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Unit distribusi sebagaimnana dimaksud pada avar (1) hural b
berupa Jaringan Distribusi Pembagi, melalui:

a, BWP A Blok A1, Blok A2, Blok A, 3;

L. 5WF B Blok B.1, Blok B.2;

c. OWP C Rlok C.1, Blok C.2, Blok C.2: dan

d. 5WP D Bluk 1.1, Blok .2,

Unit pelayanan sebapaimana dimaksud pada ayar [1) hurul ©
berupa Hidran Umum berada di SWP B Blok B. 1,

Bangunan Penangkap Mala Air schagaimana dimaksud pacda
ayat (1] huruf d berada di SWP C Blok C.2.

Rencana Jaringan air minum sebupaimana dimaksud pada
ayal (1] digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 1LF  yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Alr Limbah dan Pengelolasan Limbah Bahan

(L]

(3]

(4]

Berbahaya dan Beracun
Pasal 13

Rencana pengelolaan air limbah dan pengclolaan limbah
bahan berbahava dan beracun  sebapaimana  dimaksud
dalam Pasal 5 avat (1] hurul g melipati:

a. sistem pengelolaan air imbah domestik terpusat; dan

b. Bistema Pengelolasn Limbah  Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Sistem  pengelolaan  air limbah  domesiik  terpusat
sebagaimana dimaksud pada aval (1) hurul a berupa [PAL
Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di;

a. SWP A Blok A3 dan

b. SWP C Blok C.1, Bluk C.2 dan Blok C.3.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huraf b berupa
rencana tslem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun wvane bersifal mdikalil dan perwwudannya sesuai
dengan  kajan  dan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Rencana pengelolaan air mbah dan pengelolaan hmbah
bahan berbahayva dan beracun schagaimana dimaksud pada
dyvdal (1) digambarkan dalsm peta schapaimana torcantum
dalam Lampiran 11.G  vang mcerupakan bagian  tidal
lerpisahhkan dan Peraturan Bupati in
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Bagian Kezembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

Rencana Jaringan  persampehan  scbagaimana  dimaksud
dalarn Pasal 5 ayat (1) huraf h, melipuli;

a. TPS3R; dan

b. TPS.

TPEIR sebagaimana dimaksud pada ayval (1) huaruf a berada
di BWP C Blok C.3,

TP3 sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) huraf b berada di
SWP A Blok ALS.

Rencana Jaringan persampahan sebagaimana  dimaksurd
pada ayat (1] digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ILH yang merupakan bagian
tidak terpisahkan duri Persaturan Buparti ini.

Bagan Kesepuluh
Fenoand Jaringan Drainase

['asal 15

Fencana Jarnpgan drainase sebagaimena dirmaksud dalam
Pasal 5 gyat (1) huruf 1, mcliputi:

a, Jaringan Drainasc Primer;

b. Jaringan Drainasc Sclunder; dan

o, Jaringan Drainasc Tersier,

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, melaluai:

A4, SWPA Blok A2 Blok A.3:

h. SWPEB Blok B.1, Blok B.2:

2, BWPC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan

. SWPD Elok D.1, Blok D.2.

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pads
avdl (1) huruf b, melalui:

a. SWP A Blok A 1, Blok A.2, Blok A3

b. SWI*B Blok B.1, Blok 3.2:;

c. SWP O Blok C.1, Blak C.2, Blak C.3: dan

d. BWP D Blok 1.1, Blok 11,2

Jaringan Drainase Tersier sehagaimana dimaksud pada ayal
{1) huruatf e, melalui:

SWP A Blok A1, Blok A2, Blok ALD;

SWP B Blokk B. 1, Blok T3.2;

SWEC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan

SWD D Blok D1, Blok D2,

e op
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Rencana Jaringan drainase scbagaimana dimaksud pada
Aaval (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum
dalam  Lampiran II.T  yang merupakan bagian tidak
termisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keschelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pazal 16

Rencana  Jaringan  Prasarana Lainnya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 pads ayat (1) huraf |, meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencansa;

b, Tempat Evalkuasi;

. Jalur Scpeda; dan

d. Janngan Pejalan Kalki.

Jahir Fvakuasi Bencana sebagaimans dimaksud pada ayat
[1} hural &, melabai:

a GWPABlok Al Blok A2, Bluk A.3;

h. 3WFPE Blok B.1, Blok B.2:

¢. BWPC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan

d. 8WP D Blok D1, Blok D.2.

Tempat Evalaasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa:
4, Tempat Evaluasi Sementars berada di:
1. SWP A Blek A2, Blok AL3;
2. SWF B Blok B.1; dan
3. 8WPCBlok C.2.
b. Tempat Evalkuasi Akhir yang berada di SWFP C Blok C.3.

Jalur Sepeda sebagaimans dimaksud pada ayar (1) huruf ¢,
melalui:

a. SWP A Blok A3

b. SWP B Blok B.2;

c. SWPC Blok C 1, ok €2, Blok C.3; dan

d. SWP D Blok 1.

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
haraf d, melalui;

a. SWP A Blok A.1, Blok A2, Blok A3,

L. SWPE Blok E. 1, Blok B.2; dan

c. OWPC Dlok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Rencana  Jaringan  prasarana  lainnya  sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) digambarkan dalam peta
sebagaimana lercantum dalam Lampiran I vang
merupakan baglan tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati
ini,
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BAE W
RENCANA POLA HUANG

Bagian Kesalu
Umuin

Pazsal 17

(1} Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurul d, meliputi:
a. Zona Lindung, dan
lr. Zona Budl Daya.

(2] Rencana Pola Huang WP sebagaimana dimakaud pada avat
(1) digambarkan delam peta dengan  tingkal ketelitian
minimal skala 1:5.000 schagaimana rtercantum  dalam
Lampiran [l yvang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari
Peraluran Bupati ind.

Bagian Kedua
FZona Lindung

Pasal 18

Zoma Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada avat
(1] huruf a, meliputi:

a. BA;

. HL;

c. P3;

d. ETH;

c. KS; dan

f. CB.

Paragraf 1
Foma Badan Adr
Pasal 19

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan luas

27,37 (dua puluh twuh koma tiga enam) hektar, berada di:

a. IWP A dengan luss 4,44 (empat koma empar empat) heklar
vahg berada di Blok A1, Blok A2, dan Blok A 3;

k. SWP B dengan luas 6,56 [cnam koma lima enam) heklar yang
berada i Glok B.1 dan Blok B.2;

o, SWP C demgan luas 5,44 (lima koma empat empat) hekiar
vang berada di Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan

d. 3WP D denpan luas 10,93 (sepulubh koma sembilan tiga)
heklar yang borada di Blok D1 dan 1.D.2.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

HL sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurof b dengan luas
J,30 [lUgd koma Ugs cnam) helkear, berada di SWP A Blolk A2
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Poaragral 3
Zona Perlindungan Sctempat

Pasal 21

sebagaimang dimaksud dalam Pasal 18 hueul ¢, dengan luas

179,51 [seratus tujuh puluh sembilan koma lima satu) hekiar,
Lerada di:

L.

(1)

(=]

(3]

(4]

SWE A denpan luas 28,93 [dua puluh sembilan komeg
scmbilan lima) hekiar yang berada di Blok A.1, A.2, dan Blok
A3

BWEH B dengan luas 38,45 [liga puluh delapan koma empat
lima] hektar yang berada di Blok B.1 dan Blok B.2;

SWP O dengan luas 31,01 (liga puluh satu koma nol satu)
heltar yang berada di Blok C.1, Blok .2, dan Blok ©.3; dan
SWEP D dengan luas 80,10 (delapan puluh koma satu nol|
hektar yang berada i Blok D.1 dan D.2

Parapral 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pangl 22

ETH sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 18 huruf d denpan
luas 21,74 [dua puluh satu koma tujuh cmpat) hcktar,

meliputi:

a. RTII-2;

b. RTH-4;

o RTH-T: dan
d. RTH-E.

RTH-2 sebugaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas

4,33 [sembilan koma Liga lima) hektar, berada di:

a. GWP I} dengan luas 2,58 [dua koma lima delapan] hektar
vang berada di Blok B.1; dan

. SWP C dengan luas 6,77 (cnam koma tuuh tujub)
hektar yang berada di Blole ©.3.

RETH-4 schagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b, dengan

luas 5,07 [lima koma nel tujuh) hektar, berada di:

4, SWF A denpan luas 1,36 [satu L-:u:lma tiga enam) helctar

vang berada di Blok A3,

b, 83WTF B denean luas 0.79 (nol lkoma tujuh scmbilan)
hektar yang berada di Blok B.1;

o, BWP O dengan luas 0,76 [nol koma tujuh enam) hektar
yang becrada di Blek C.2; dan

d. SWP D dengan luas 2,14 (dua koma satu enam) hektar
vang berada di Blek D.1 dan Blok D.2.

ETH-7 schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas

5,29 (cnam koma hma sembilan) hektar, berada dui

a. SWP A denegan luas 1,17 (satu koma satu tuguh) hektar
yane berada di Blok A2 dan Blok A3



b, SWF B dengan luas 2,94 [dua koma sembilan empat)
hektar vang berads di Blok B.1 dan Blok B.2;

c. BWP C dengan luas [,56 [satu koma lima enam) hektar
vang berada di Blok C, 1 dan Blok C.3; dan

d. SWF D dengan luas 0,92 inol koma sembilan dua) heltar
vang berada di Blok D.1 dan Blok D2,

(3] RTH-8 sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d, dengan
luas 0,73 (nol koma Lujuh tiga) helktar, berada di:
a. SWP C dengan luas 0,12 (nol koma dua bLelas) hellar
vang herada i Blok C,3; dan
2. BWP D dengan luas 0,61 (nol lkoma enam satu) hektar
yang berada di Blok T L.

Paragraf 5
Zona Konservasi

Pazal 23

K3 sebagaimana dimaksud delam Pasal 18 huruf e berupa TN
dengan luas 33,68 (tga puluh tiga koma enam delapan) hektar
berada di SWP A Blok A1 dan Blok A2,

Paragral &
Zona Capar Budaya

Pagual 24

CB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan luas
2,01 (tiga koma nol satua) heklar, berada di SWP B Blok B.1.

Gagian Keliga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huraf b, melipati:

BdJ;

KIIP;

F,

KPP

W,

R,

SPIL;

TR TR OQRODOTR

F (S
I ;
S
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Paragrafl 1
Zona Badan Jalan

Pasal 206

BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurof a dengan luas

8270 {delapan puluh dua komae lujuh sembilan] hektar, berada

di:

a. SWF A dengan luas 22,04 (dua pulubh dua koma enam dua)
helttar yang herada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;

b. BWP B dengan luas 23,16 (dua puluh tiga koma satu cnam|
helktar yang herada di Blok B.1 dan Blok B.2;

. BWP C dengan lues 19,35 (scmbilan belas koma tiga lima)
hcktar yang berada di Blok C1, dan Blok C.2; dan

d. SWP D dengan las 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh)
helktar yang berada di Blok D.1 dan D.2.

Paraprafl 2
Zona Hutan Produlksi

Pamal 27

KHI' schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huraf b, melipuli HE,

dengan luas 644,87 jenam ratus empat puluh empal koma

delapan tujuh) hekiar, berada di

a. SWE A dengan luas 465,83 (cmpat ratus enam puluh lims
koma delapan ga) hektar vang berada di Blok A.L, Blok A.2,
dan Blak A.3;

L. 5WP T dengan luas 09490 (enam pulub sembilan koma
sembilan nol) hektar vang berada di Blok B. 1, Blok B.2;

. 3WP C dengan luas 23,27 (dua puluh tige koma dus twjuh)
heklar yang berada di Blok C.3; dan

d. WP N denpan luas 8587 (delapan puluh lima koma delapan
tujuh] hektar vang berada di Blok D1 dan Blok D2,

Paragrat 3
Zona Perlanian

Pasal 25

(1] P schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurul ¢ dengan
luas 1.4493,89 (seribu empat ratus sembilan puluh tga koma
delapon sembilan) hektar, meliputi;

a. P-1;
b. P-2:
c. P-3;dan
d. P-4,

(2} P 1 sebapaimena dhimaksud peada ayal [1) hurul &, dengan
lnas 125,36 (seratus Jua puluh lima komna Gea enam) heklar,
berada di:

a. SWDP B dengan luas 10,62 (sepulub koma enam dua)
hektar, vang berada i Blok 13.2;



b. SWP C dengan luas 38,02 {dga puluh delapan koma nol
dua) hektar, vang herada di Blok C.1, Blok C_2, dan Blok
C.3; dan

c. SWP D dengan luas 76,71 (lujuh puluh cnam koma tujuh
satu] hektar, vang berada di Blok I, | dan Blek D2,

(3] P2 sebagaimana dimaksud pada ayac (1) hurul b, dengan
luas 166,03 (seralus cnam puluh enam koma nol liga)
helctar, berada di
a. SWP A dengan luas 9,77 (scmbilan koma tujub (ujuh)

hektar, yang herada di Blok A.2;

b, SWP B dengan luas 21,06 [dua puluh satu koma nol
cnam) holtar, vang berada di Blok B.2;

c. SWP C dengan luas 23,39 (dua puluh lima koma tiga
sembilan) hektar, yang berada di Blok €. 1, Blok C.2, dan
Blok C.3; dan

d. SWP D dengan luas 10982 (seralus sembilan koma
delapan dua) helktar, yang berada di Blok D1 dan Blok
D2,

(4] P-3 sehapgaimana cdimaksud pada avat [1) hurul ¢, dengan
luas 1,199,566 (seribu seratus sembilan puluh sembilan koema
enam «nem) hektar, berada di:

a. 3WP A dengan luas 489,03 [empat ratus delapan pualuh
sembilan koma nol tiga) helaar, vang berada di Blok A1,
Blok 4.2, dan Blok A.3;

I SWP B dengan luas 535,36 (lima ratus tiga puluh lims
koma figa cnaun| helitar, yvang berada di Blok B.1 dan
Blok B.2;

2, SWP C dengan luas 80,29 (delapan puluh koma dus
sembilan) hektar, vang berada di Blok C.1, Blok C.3, dan
Blok C.3; dan

d. SWP D dengan luas 94,98 [sembilan puluh empat koms
scmbilan delapan] hektar, vang berada di Blok D.1 dan
Blek D.2.

[} D-4 schagaimana dimaksud pada ayat (1] hurf d, dengan
luas 2,835 [dua koma delapan lima) hektar, berada di 3WP A
Elok A.3.

PParagraf 4
Zmna kKoawasan Perantulian Industri

Pasal 29

EPl schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dengan luas

&,04 [delapan koma nol cmpat) hektar, berada di:

A, SWP A dengan luas 6,90 (enam l-ccnma sembilan necl] hektar,
vang berada di Blok A1, Blok A2, dan Blok A.3;

b. BWF B dengan luas DJET ol l-:u:nma dua tujuh) hcktar, vang
herada di Blok B.1;

¢. BWP C dengan luss 0,50 [nol koma hma nol) hektar, vang
berada di Blok C.3; dan

gd. BWP T dengan luas 087 (nol koma delapan ujuh) hektar,
vang berada di Blok D1 dan 1LD.2
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Paragral 2
Zona Pariwisata

Pasal 30

W schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurat e dengan luas
0,233 [nol koma tiga sembilan) heletar, berada di 8WP A Blok A2,

(L)

2]

(3)

(4]

Paragrafl &
Zona Perumahan

Pasal 31

B schagaimana dimakswud dalam Pasal 25 huraf §, dengan
luas 677,31 {enam rams tjuh pahih fujuh koma tiga satu)
hektar, melipuli;

B R-2;
b, R-3:dan
. R-4.

R-2 sehagaimanz dimaksud pada ayal (1) hurul g, dengan
hias 20036 |dua puluh koma tige enam) hektar, berada di
SWP C Glok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

R-3 sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hural b, dengan
luas 455,33 (empat ratus lima puluh lima koma liga tiga)
hektar, herada di:

a. BWP A denpan luas 144,37 [seratus empal puluh empat
koma tiga tajun) hektar, yang berada di Blok A1, Blok
A2, dan Blok A3

L. 5WP B dengan luas 126,36 [seralus dua puluh enam
koma tiga enam) hektar, yvang berada di Blok B.1 den
Blok B.2;

e, BWP O dengan luas 78,25 (tuyuh pulub delapan koma
dua lima) hektar, vang berada di Blok C. 1, Blok C.2, dan
Blolt C.3; dan

d. SWP D dengan luas 106,35 (scratus enam koma tiga lima)
hektar, yvang berada di Blok D1 dan Dlok 13,2,

R-4 sebegaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, dengan
luas 201,63 [dua ratus satu koma cnam tiga) hekiar, berada
cli;

4., SWP A dengan luas 49,02 [enam puluh sembilan koma
nal dua) hekrar, vang berada di Blok A1, Blok A2, dan
Rlok A_3;

by, SWFP B dengan luas 104,66 (scratus liga koma empat
delapan) hektar, vang berada di Blok B.1 dan Blok B.2;

. SWP C dengan luas 9,91{scmbilan koma sembilan satu)
hektar, yvang terdapat di Blek C.1, Blok C.2 dan Blolk
C.3: dan

b, SWP D dengan luas 38,05 [lige pulubh delapan koma nol
lima) heletar, vang berada di Blok D01 dan Blok D.2
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Paragraf 7
Zona Sarana Pelavanan Urmam

Fasal 33

SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan
Tuag 15,77 (lima belas koma tujuh wjuh) hektar, melipuli;
a. SPU-1;

o, SPLI-
o, RBPU-3; dan
d. 8PLI-4,

SPU-1 sebagaimana dimuaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
luas 1,63 [satu knma enam tiga] heltar, berada di SWP
Blok C.1.

SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

luas 3,36 (lima koma tiga enam) hekiar, berada di

d. SWP A dengan luas 1,14 [satu koma satu empat) hekiar,
vang berada i Blok A2 dan Blok AL3;

b, SWI* B dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hekrar,
vang berada di Blok B.1; dan

c. SWP C dengan luas 3,50 (lign koma lima nol] helktar,
vang berada di Blok C.2 dan Bluk C.3.

SPU-3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan

luas 6,14 [cnam komea saty empat) heletar, berada di;

a. 5WFP A dengan lues 2,65 [dua koma enam lima) heletar,
vang berada di Blok A1, Blok A.2, dan Blok A, 3;

h. 5WF B dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar,
yang berada di Blok B.| dan Blek B.2:

. 8WP C dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) helklar,
yang berada di Blok C. | dan Blek C.3; dan

d. SWP D dengan luas 1,36 {satu koma tiga enam) hektar,
vaIlg berada di Blok D01 dan Blok D2,

SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan

luas 2,63 (dua koma cnam tiga) heletar, berada di:

a. SWP A dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) heletar,
vang berada di Blok A1, Blok A2, dan Blok A.3;

b. SWP B dengan luas 0,11 (nol koma empat satu) hektar,
vang berada di Blok B.1 dan Blok B.2;

c. 3WF C dengan luas 0,24 (nol koma dus empart) heletar,
vang berada di Blok C.1; Blok C.2; dan Blok C.3; dan

d. SWP I} dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) helktar,
vang berada di Blok .1 dan Blak 1.2,

Paragrafl 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

K sebapaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dengan
luas 109,50 (scratus sembilan koma lima nol) hektar,

melipali;

a. K-1;

b, K-2; dan
o, K-3,
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K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

luas 5,24 {lima koma delapan empart) hektar berada di:

A, SWF‘ A dengan luas 0,63 [nol koma cnam tiga) heletar,
vang berada di Blok AL3; dan

Lo 8WP C dengan luas 520 (lima koma dus nol) helktar,
yvang berada i Blok C.J3.

b-2 sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hural b, dengan

luas 26,35 [dua puluh enam koma tiga lima) hektar, berada

di:

a. BWP A dengan luas 1,538 (satu koma lima delapan)
hcktar, yang berada di Blok A.3; dan

b, SWP C dengan luas 24,77 (dua puluh empat koma tujuh
tujuhl hektar, yang berada di Blok C.1, Blok C.2, dan
Blok C.3.

K-3 sebhagaimans dimaksud pada ayat (1) horaf o, dengan

luas 77,32 {tyuh puluh tiyuh koma tipa dua) hektar, berada

di;

A, SWP A dengan Tuas 33,46 (tgs puluh tga koma empeat
cnam) heletar, yang berada di Blok A.3;

b, WP B dengan luas 13,25 (tiga bclas koma dua limal
helstar, vang berada di Blok B.1 dan Blok B.2;

c. SWDP C dengan luas 13,72 (tiga belas koma tujuh dua)
helktar, vang berada di Blok C.3; dan

d. SWIP D dengan luas 16,89 [enam belas koma delapan
sembilan) helitar, vang burada di Blok D.1 dan Blok [.2,

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 34

KT schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, dengan luas
3,10 [Biga koma satu nol) hektar, berada di:

.

(=}

.

SWF A dengan luas 1,62 [satu koma cnam dua) hektar, vang
berada di Blok A2 dan Blok A.3;

HWP B dengan luas 0,20 (nel koma dua nol) hektar, yang
berada di Blok B.1;

SWP C dengan luas 1,10 [satu koma satu nol) hektar, vang
berada di Blok C.2 dan Blok C.3; dan

SWP D dengan luas 0,17 (nel koma satu tujuh) hektar, vang
lrerada di Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurul j, dengan luas
(0,06 (nol koma nol cnam) hektar, berada di SWFP C Blok C.3.
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Paragral 11
Foma Perlahanan dan Keamanan

Pasal 36

HEK zebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huaruf k, dengan luas
0,20 {nol koma hima nol) hektar, berada di SWI C Blok C.2.

(1)

(2]

(1)

=

(1)

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesalu
Umuin

Pasal 37

Ectecntuan [IPemanfaatan Ruang sebagaimana  dimalksod
dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan
Fencana Strakbtur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai
dengan  RDTR WP Sendure dalam  bentuk  program
P'emanfaatan Euang.

Eotentuan Pemanfaatan Huang RDTR WP Senduro meliputi:
d. konfirmasi KKFE; dan
b. program pricritas perwujudan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat [2) huruat a, meliputi:

a. Konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha;

b. Konfizmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan

c. Konfirmasi KKPR untuk kegiatan vang bersifat strategis
nasional.

Konfirmasi KKPR sebagaimana dimeksud pada ayat [1]
dilaksanakan  sesuai dengan ketenfuan  peraturan
perundangan-undangan vang berlaku.

Buapgian Keliga
Propram Prooritas Perwojuden Pemanfaatan Buang

Pagal 39

Program  prioritas . perwigjudan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimakswud dalam Pasal 37 avat (2} huaruf b,
mehipuli;

program utama;

lokasi:

surnber pendanaan,

inslansi pelaksana; dan

waklu dan tahapan pelaksanaan.

focoD
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(4)

(3]

(5]

(5}

(1)

Program utama schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf
A, meliput:

&, program pereujudan Rencana Strukiur Buang; dan

b program pereujudan rencana Pola Ruang,

Lokasi  program perwujudan Pemanfaatan Ruang
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b merupakan
lempal program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan i
Blok Dalam SWE.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

huruf ¢, berasal darn:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lain vang sah sesuai dengan kelenbuan peraturan
perundang-undangan,

Instansi pelaksana scbagaimana dimaksud pada aval (1)
huruaf d melipaiti:

a. pemerintah;

k. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kahupaten;

d. masvarakat; dan/atau

c. sSwasta.

Walkitu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada aval (4]
huraf e terdiri alas 4 ([empat) tahapan, meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2027,

b. tehap kedua pada periede tahun 2028-2032;

c. tahap ketiga pada pericde tahun 2033-2037; dan

d. tahap keempal pada periode tahun 2038-2043.

Wakiu dan tahapan peclaksanaan sebagaimana dimalsoad
pada ayal (G) merupakan dasar bagi instansi pelaksans
dalam menetapkan  prioritas  pembangunan  pada WP
Senduro,

Progrum  pricritas  Pomanfaatan  Ruang  sebagmimana
thimaksud pada ayac (7] disusun  berdasarkan  indikasi
program utama o (lma) tahunan sebagaimana tercantum
tdalam  Lampiran [V yvang merupakan  bagian  tidak
terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini.

BAE VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Unmim

Pasal 40
Peraturan Zonasl schapaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf { merupakan ketentuan schbagal bagian vang tidak
lerpisahkan dari Peraturan Bupati ind.
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(3)

(1)

Peraturan Zonasi berfungsi selwpai;

A.

L.

o n

perangkal operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
actuan  dalam  pemberian  izin Pemanfaatan  Buang
termasuk i dalamnya air  righi decveloprmend dan
Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;

acuah dalam pembenan insentif dan disinsentif

acuan dalam pengenaan senksi; dan

rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan
lahan dan penertapan lokasi invesiasi,

Peraluran Zonasi scbagaimana dimaksud pada avat (1),
melipaati:

H.,
b.
.
.
&,
f.

ketentuan keglatan dan Penpggunaan Lahan;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
kelentuan tata bangunan;

ketenbuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusnus; dan

kerteniugan pelaksanaan.

Bagian Kcdua
Kelenluan Kegliatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

Kelenluan keglatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) narufl a, meliputi:

.

ta.

kegiatan diperbelehkanfdiizinkan dengan kode T;

keplatan diizinkan terbatas, meliputi:

1. pcmbatasan luas maksimmam kegialan berdasarksn
subzona dengan kode T1;

2. pembatasan Jumlah pemanfaatan kegiatan
berdasarkan subzona dengan kode T2,

3. pembatasan pada kegiatan eksisting dan memiliki izin
dengan kode T3 dan

4, pembatasan pada  tempat vang  disediakan  aleh
pengelola dengan kode T4

kegiatan diizinkan bersyaral, melipuli;

1. persyaratan Pengenaan  disinsentf  (Developrent
Impact ffee dan/atan penvediaan PSU sesuai dengan
kebutuhan lokasi) dengan kode T31;

2. persyaratan  perselujuan wargds  sckilar  ydang
rerdampak dengan kode B2;

3. persvaratan pemanfaalan kegialan dalam kewssan
butan wanlby memperoleh @in yang diglur dalam
perataran  perundang-undangan bidang kehutanan
dengan kode B3,

4. mendapailan rekomnendast perubalian pengguns-En
lanah daf menlen yvang menvelengparakEan  Urisan
pemeriniahan di idang agrans)/ pertanahan dan Tala
Fuang uniuk subons HTEIED PRTIEATL yANR mesuk
dalam peta lahan sawah vang dilindungi namun tidalk
menjadi bagian dan penetapan LP2B dengan kode B4,

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
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(3)

(1)

Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterspkan pada:
. BA;

L. .”.L"p

c. P&

d. RTH terdin dar:
1. RTH-Z;

2. KTH-4;

3. ETLI-7: dar
4, HTH-&.

BJ;

K5 berupa TN,
CB;

KHP berupa HP;
P terdiri dari:

1. P-1;

2. P-2;

3. P-3; dan

4, P-4,

KFPI;

W

R terdin dari:

SR G

—

1

2

3. BPU-3: dan
4. SPU-4,

n. K terdiri dari:
1. K-1:
2. K-2: dan
3. K-3,

0. KT

p- PP; dan

. HE.

Ketentuan kegialan dan Penggunasn Lahan sebagaimana
chrmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.A dan
V.B yang mwerupskan bagian tidak terpisahkan  dari
Peralurdan Bupatl ind.

Bapian Ketiga
Eetentusn Intensitas Pemanfaatan Huang

Pasal 42

Ketentuan  intensitas Pemanfaatan Ruang  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b berisi ketentuan
mengendal besaran pembangunan vang diperbolehkan,
melipul

a. KDBE maksimal;

b, KLB maksimal;

. KDH minimel; dan

o, luas minimal bidang tanah.
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Ketenluan intensitas Peomanfaatan Ruang  sebuapaimana
dimaksud para ayal (1) ditcrapkan pada:
BA:
HL,;
PS;
KTH terdiri dari:
1. ETH-2;
2. RTH-4;
J. RTH-7; dan
4. RTH-&,
BLT',
K3 berupa TN;
CHE;
KHP berupa HF;
P terdiri dari:
1. P-1;
2. P2
3. P-3:dan
4. P-4).
KPT;
W
H lerdin darn:
1. R-2;
2. R-3; dan
3. R-4,
rm, SPU terdin dari:
1. SPU-1;
2. SPU-2;
3. 8PU-3; dan
4, SFU-4,
n. K terdin dar:
1. K-1;
2, K-2; dan
3. K-3.
0. KT;
p. P dan
q. HEK.

ac oD

s ol P

bl

Luas minimal bidang tanah sebageimana dimaksud pacda

ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, melipuli;

a. luas minimal bidang tanah pada B-2 seluas 60 (enam
puluh) meter persegi;

. luas minimal bidang tanah pada BR-3 seluas 60 [enam
puluh) meter persesi; dan

c. luas minimal bidang lanah pada BE-4 seluas €0 (enam
puluh] meler perses,

Kelenluan intensitas Pemanfaatan Fuang tercantum dalam

Lampran VI yang merupakan bagan tidak torpisahkan dan
Peraturan Bupall ini.
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Bagian Keernpat
Ketenluan Tata Bangunan

Paszal 43

Ketentuan tata bangunan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf ¢, meliputi:
a. linggl bangunan maksimuom;
b. Garis Sempadan Bangunan minimum; dan
c. jarak antar bangunan minimal,
Ketentuan  intensitas  Pemanfaatan Ruang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterapkan pades:
a. DBA;
b. L:
e, PE,
d. RTH terdin dar:
1. RTI-2;
2. RTH-4;
Jd. RTH-7; dan
4. RTH-8,
e, Bul
f. KBS berupa TN;
g, CH;
h. KHP berupa HPT;
1. P terdin dari;
1. P-1;
2. P-2;
3. P-3; dan
4. P-4,
J- KPI;
k. W,
. R terdiri dari:
1. R-Z
2. E-3; dan
3. E-4,
m. SPU terdiri dari:
1. 8PU-1;
2. §lU.2
3. SPU-3; dan
4. SPU-4,
n. K terdiri dari:
1. K 1;
2. K-2: dan
3. K-3.
o. KT
p. PP dan
q. HK
Ectentuan lalg bangunan tercantum dalam Lampiran VII

vang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

Eetentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 40 avat (3} huruf d boropa
penyediaan  prasarana dan sarana vang  dipersyvaratkan
sesual dengan zona atauw sub-zona terdiri atas:

Jalur pejalan kald,

Jalur Bcpeda;

RTH;

ruang terbuka non hijeu;

[asilitas sosial;

parkir;

utililas perkotaan; dan

prasurana lingkungan.

SR LD TR

Ketentuan prasarana dan saranas minimal tercantum dalam
Lampiran VIII vang merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

Eetentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayvat (3) huraf e, meliputi:

4. ketentuan khusus LP2E;

b, ketentuan khusus rawan bencana;

v, ketentuan khusus Tempat Evalouasi Bencanea;

d. ketentuan khusus sempadan; dan

e, ketentuan khusus cagar budaya.

ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huaruf a, meliputi;

a. pada lahan yang diletapkan menjadi LP2R ridak baoleh
dialinfungsikan selain untuk kepentingan umum dan
kepentingan  lainnya vang diatur  oleh  peraturan
perundangun;

b. kegiatan selain dar pertanian tanaman pangan masih
dapat berlangsung sclamo bersifat sementara dan Gdak
menghilangkan fungsinva sebagai lahan pangsan;

¢, diberikan insentif pada pemilik lahan LP2B dengan
pemberian kemudahan perizinan, pemberian keringanan
pajak, pemberian penghargaan alas parlisipasi dalam
menjaga kelestarian ketahanan pangan;

d, kelentuan  khusus  LP2E berlaku  pada  sub-zona
pertanian tanaman pangan yang berada di
. SWPE Blok B.2;

2. BWPCBlok C.1, 1L.C.2, L.C.3: dan
J. SWP D Blok D.2.

g. kelentuan KDB di luar penunjang pertanian pads LP2B

berlaku schosar 0%,

A6



[3]  Retentuan kbusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b berupa ketentuan khusus
rawan bencana Gerakan tanah tingkat sedang, melipuli;

a. mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
di kawasan rawan bencana longsor;

b. diwajibkan membangun  bangunan  untuk  menahan
lorgsor;

c. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tinglat
sedang berlaku pada:

iz

00 =1 g

BTH-T berada di;

al 5WP R Rlok A.3; dan

by SWPC Blok B, 1,

[*-1 berada di WP C Blok C.3.
P-2 berada «i:

al SWP B Blok B.2; dan

b} SWP C Blok C.3.

P-3 berada di:

a] BWP A Blole A

b} SWP B Blok B, dan I.B.2;
¢l SWIPC Blok C.3;

d} SWP D Blok D.2:

-4 berada di SWP A Blok A.3;
KPl berada di 3WP A Tlok 4.3;
sub-zona pariwizala berada di SWI* A Blok A 3;
E-3 berada di:

a) SWP A Blok ALJ3;

b} SWP B Blok B.1;

c] BWPD Blok D.2;

R-4 herada di:

1} SWP A Blok AL 3;

2] SWP B Blok B.1 dan L.LB.2;
3] SWP D Blok D.2;

100 K-35 berada di SWI' A Blole A3
11. 5PU-3 berada di BWP B Blok B.2;
12, sub-2ona perkantoran berada di SEWP A Blok AL3;

(4 Retentuan khusus Tompat Evakuasi Bencana sebapaimans
dirmaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. ketentuan lkkhusus tempat evakuesi sementara, meliputi;

1.

2,

pengembangan  jalur  evakuasi, tempal  evakuasi

sermentara, dan rambu-rambu encana:

bengunan tempat evakuasi semenilara  lerakses

langsung deongan Jalan utama dan minimum teralkses

denpan Jalan lokal:

bengunan tempat evallasi  sementars  memiliki

prasarana pendukung untuk melavanl pengungsian

yaitu Jaringan listrik, air hersih, sanitasi, Jdan

persampahan; dan

bangunan tempal evakuasi sementara di o luar

kawasan rawan hencana.

ketentuan khusus berlalon pada:

4] RTH-4 bcrada di 5WP A Blok A3, 3WP B Blok B.1
dan SWP C Blaolk C.3.

b} SPU-3 berada di SWP A Blole A2,
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ketentuan khusus tempsl evalouasi akhir, meliputi

1.

2.

an

pengembangan jalur evakuasi, tempal evalkuasi akhir,
dan rambu-rambu bencana;

bangunan lempat cvakuesi akhir terakses langsung
dengan Jalan ulama dan minimum terakses dengan
Julan lolal:

bangunan tempal evakuasi akhir memilild prasarana
pendukung  untuk  melayani  pengungsian  yaitu
Janngan  listrik, air bersih, sanitasi, dan
persampahan; dan

bangunan tempat evakuusi akhir di luar kawasan
rawan bencana,

kctentuan khusus berlaku pada RTH-2 berada di SWP
A Blok C.3,

(%) Ketentuan  khusus  kawasan  sempadan  sebapaimana
dimaksud pada aval (1) hurutf d, meliputi:
ketentuan khusus sempadan sungad meliputi:

A,

L.

1.

2.
3.

tidak boleh ada pengembangan dan pembangunan
bangunan barw;
wijib menyediakan Jalur Evakuasi Bencana: dan
berlaku pada;
al P-1 berada di SWP D Riok D, 2.
b] P-3 berada di:
1] EWPABlck A 2;
2] SWFPEBlokB.1;
¢} R-3 berada di:
1] BWIA Blok A ]l dan 1.A.3;
2] 3WP B Blok B.1 dan 1.B.2;
3) SWP C Blok ¢.2;
4] 8WDP D Blok D.1; dan
d} E-4 berada di:
1} SWE A Blok A.2 dan Blok A.3:
2) SWP B Blok B.2;
3) SWP D Blok D.2;
2] K-3 berada di;
1} SWP A Bluk A.3;
2} SWP B Blok B.1;

kelentuan khusus sempadan mata air berupa tidak bolch
ada pengembangan dan pembangunan bangunan baru di
sekilar mata air yang berlaku pada:

)

k)
c)

d}

1*-1 berada ch:

1] BWPC Bluk C.2;

21 BWPD Rlok 1.1,

P-2 berada di 3WP D Blok D.1 dan 1.1D.2;
P-3 herada di;

1} 58WPH Blok B.1 dan [.LB.2:
21 SWPC Blok C.3;

3) SWP D Blok D.1;

R-2 herada i SWP C Blok C.2:
E-3 bernda ci:

1} 3WPB Bluok B.1;

2) 3WP C Blok C.2 dan 1.0C.3;
3] SWPD Blok T.1.
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I R-4 berada di:
1] SWPE Rluk E.1
2] BWP C Blok C.2 dan 1.C.3;
3] SWP D Blok D.2;

g} K-2 berada di SWP C Blok .2,

Ketentuan khusus cagar ndaya scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e berlaku pada SPU-1 berupa Pura

Mandhara Giri berada di SWP C Blok C, 1 meliputi:

#, fidak diperbolehkan merubah fasad bangunan:

b. wajib mendaparkan rckomendasi terkait terkait apabila
lerjadi pemugaran bangunan; dan

c. tidak diperbolehkan mengganggu fungsi cupar budaya.

Peta Kelentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digambarkan dalam pels dengan tingkat keteliian minimal
skala 1:5000 scbagaimana lercantum dalam Tampirsn XA,
IXRB IX.C IXD, dan IX.E yang merupakan bapian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketenluan Polaksanaan

Pugal 46

Kelentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3] hurat { berupa ketentuan pemberian insentif dan
disinsentil,

Kelentuan pemberian insentif dan dizsinsentil schagaimana

dimaksud pada ayal (1) memuat perangkat untule:

a, meningkalkan upaya Pengendalian Pemanfastan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RDTR:

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sedalan
dengan RDTR; dan

¢. meningkalkan kemitraan sermua pemangku kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sedalan dengan
REDOTR.

Insentil sebagaimana dimaksud pada ayart (1) dapat diberikan
apabila Pemanfaatan Fuang sesual dengan RDTR sehingpa
periu didorong LA TTILTL tetap dikendalikan
pengemnbangannya.,

Disinsentf schagaimana dimaksud pada ayat (1) merapakan
perangkal untuk mencegah dan/alau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan
daya lampung linglkungan.

[nsenlil dan disinscntif diberikan dengan elap menghormard

hak yang telah ada terlebibh dabuhy sesuai denpgan ketentuan
peraluran perundang-undangan.
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Insenlif dan disinsenlil dapat diberikan kepads Pemerintah
Naerah dan kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daersh schagaimana dimaksud
pada ayat () dapet diberikan dalam bentulkes

f. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atan

d. penghargaan,

Insentif kepada masvarakat sebagaimsna dimaksud pada
ayat (6] dapat diberilkkan dalam bentuk;

#, pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi:
b, pemberian kompensasi;

. subsidi;

d. imbalan;

B, SeWa ruang;

. urun saham:

g penyedinan prasarana dan sarana;

f. fasilitasi Konlirmasi KKPR:

penghargaan; dan/atau

publikasi atay promosi.

—_.

Disinzentit  kepada  Pemerintah  Dacrah  sebagaimana
dimalksud pada ayat [B) dapat diberikan dalam bentuk:

#. pcmbatasan penyediaan prasarana dan sarana;

b. pengenaan kompensasi; dan/atau

c. penalfi.

Dizinzentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6] dapat diberilkan dalam bentuk:

2. pengenaan pajak danjatan retribusi vang tinggi;

b. kewsjiban memberi kompensasi atau imbalan: atau

¢. pembslasan penyvediaan prasarana dan sarana.

kKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmberian insentif
dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47
FPenataan Ruang i WP Senduro dilaksanakan oleh Bupat,

Dalam pclaksanaan Penataan Ruang di WP Senduro dapat
dibantu olch Forum Penalasn Ruang.

Forum Penataan Ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas untuk memberikan masuken dan pertimbangan
dalam pelaksanaan Penalaan Ruang.

Angpota Forum Penataan Ruang scbagaimana dimaksud

pada avat (2) di Deerah terdini atas perangkat Daerah,
asoslasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakalt,

i)



(5]

iy

(<)

(3)

(4]

(3]

(6]

Pembentukan, susunan keanggota=n, tugas, fungsi, dan tara
kerja Forum Penalaan Ruang dilaksanakan sesual dengan
PETALUTEN perundang-undangan terkait koordinasi
penyelenggzaraan Penataan Ruang.

BARE TX
KETENTUAN LATN-LAIN

Pasal 458

Jangka wekiu RDTR WP Sendurc adalah 20 {dua puluh)
tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

Dalam  hal  terjadi  perubahan  lingkungan  sirategis,
peninjavan kembali RDTRE WP Sendure dapat dilakukun
lebih duri 1 [satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan linglungan  sirategis sebagaimana  dimalksud

pada ayat (2) berupa:

a. bencuna alam skala besar yang diletapkan dengan
peraturan porundang-undangan;

0. perubmhan  batas rterilorial negara vang ditctapkan
dengan undang-undanyg;

c. perubahan  batas Daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan

d. perubahan kebiiakan nasional vang bersifat strategis,

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat  strategis
scbagaimana  dimaksud pada ayal (3) huruf d  vang
berimplikasi  pads Peninjauan Kembali Peraturan Bupati
tentang ROTR WP Senduro dapat direkomendasikan oleh
Forum Penataan Ruang,

Frkomendasi  Forum  Penatoan Ruang  schapaimana

dimaksud pada ayal (4) diterbitkan berdasarkan kritcria:

4. penectapan  kebijakan nasional yang bersifat stratceis
dalam peraturan perundang-undangan;

h. rencana pembangunan dan pengembangan ohjek vital
nasicnal; dan /atau

e, Iokasinya  berbatasan  dengsn  kabuparenfkota i
sekitarnva.

Peraturan Bupatl tcntang ROTR WP Senduro dilengkapi

dengan huku roncana dan album pels vang merupalan
bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

41



(1)

(2]

BAB X
EETENTUAN FERALIITAN

Pasal 49

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka semua
peraturan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah
yvang telah ads dinyatakan masih tetap berlaky scpanjang
Lidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka:

H.

win Pemanfaatan Ruang alau  KKPR  yang  telah

dikcluarkan dun telah  sesuai  dengan ketentuan

Peraturan Bupali ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlalournya;

izin Pemanlaglan  Ruang atau  KKPR  yang  1elsh

dikeluarkan  lelapi tHdak sesual dengan  kelentuan

Peraturan Bupali ini berlaku ketlentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
1zin Pemanlaatan Ruang atau KKPR disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraluran
Bupati ini;

2) untuk vang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan peonvesuaian  dengan  masa (ransisi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannoya
dan  tidak memungkinkan untuk  dilakukan
penyesualan dengan Munpsi kawasan berdasarkan
Peraluran Bupati im, izin Pemanfaatan Ruang atau
KEFE yang telah diterbitkan dapat dibalalkan dan
lerhadap  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat
pernbatalan  izin  Pemanfaatan Ruang atau KKPR
dapat diberikan penggantian vang layak.,

Pemanlaalan Ruang di Dacrah yang diselenggarakan

tanpa zin Pemonfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan

bertentangan dengan ketentuan Perarmuran Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuailan dengan Peraruran

Bupati ini; dan

Pemanfaatan Ruang di Daerah yang dizselenssarakan

lanpa izin Pemanfaalan Ruang atau konfirmasi KPR

ditentukan sebagai berikut:

1} wvang bertenlangan dengan  ketentusn  Peraturan
Bupati ini, Pemanfzatan Ruang vang bersangkutan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati
ini: dan

2] wyang sesual dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

3] Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian
yang layak diatur dengan Persturan Bupari.
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BAR X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aghr seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraluran Bupati i denpan penempatannva dalam Beritg
Daetrah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
%g-g gl P Maret 2023
L4

Diundanglkan di Lumajang ' i
pada tanggal §  Marel 2023
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